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Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara yang merupakan Partai Solidaritas
Indonesia (PSI), yaitu istri dari Rokhim, warga negara Indonesia dengan NIK
3578052411680004. Suami Pemohon tersebut mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal
dunia pada tanggal 24 Juli 2017 saat mengendarai sepeda motor. Bahwa kemudian Pemohon
mengajukan klaim santunan asuransi atas meninggalnya suami Pemohon tersebut kepada
PT. Jasa Raharja, namun demikian klaim tersebut tidak dipenuhi oleh PT. Jasa Raharja
dengan alasan selama ini PT. Jasa Raharja tidak memberikan santunan terhadap korban
kecelakaan tunggal. PT. Jasa raharja menyatakan bahwa dasar hukum terhadap hal tersebut
diatur dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964. Bahwa, Pasal 4 UU 34/1964
menyatakan,“dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya.” Bahwa,
karena suami korban yang mengalami kecelakaan meninggal dunia maka otomatis santunan
diberikan kepada Pemohon sebagai ahli waris dari suami.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat oleh
karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat
(1) UU 34/1964 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terhadap legal standing Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan
sebagai warga negara Indonesia yang merupakan ahli waris dari seorang warga negara yang
telah meninggal dunia dikarenakan mengalami kecelakaan lalu lintas, dan bahwa Pemohon
telah mengajukan klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja yang kemudian tidak dapat
dipenuhi. Bahwa norma Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 yang menjadi objek



pengujian  aquo dijadikan dasar bagi PT. Jasa Raharja untuk menolak klaim asuransi yang
diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari
konstitusionalitas norma a quo yang harus dibuktikan terlebih dahulu pada pokok perkara,
terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian atau potensi kerugian yang dialami Pemohon
dengan norma yang diajukan untuk diuji dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Terhadap pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa
mengenai kepastian hukum penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sebagaimana didalilkan
oleh Pemohon, persoalan hukum yang dikemukakan Pemohon sesungguhnya bukan hanya
sekadar apakah norma tersebut mencakup korban kecelakaan tunggal atau tidak, melainkan
berhubungan dengan paradigma pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
Paradigma sistem jaminan sosial terkait pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu lintas
jalan yang didesain dalam UU 34/1964 adalah perlindungan publik bukan penumpang
terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan dimaksud. Dalam sistem tersebut
para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dibebani kewajiban berupa iuran wajib yang
ditujukan untuk melindungi rakyat banyak yang menjadi korban kecelakaan lalu-lintas jalan
yang disebabkan oleh kendaraaan bermotor atau kereta api. Dalam pengertian demikian, dana
pertanggungan diberikan sebagai akibat kecelakaan yang terjadi karena faktor eksternal.
Paradigma yang demikian diatur secara konsisten dalam Undang-Undang a quo, khususnya
dalam hal kewajiban pembayaran iuran atau sumbangan kecelakaan lalu-lintas (SWDKLLJ)
yang difungsikan sebagai dana untuk asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam hal
ini, SWDKLLJ merupakan pembayaran premi berupa sumbangan wajib sebagai bentuk
pengalihan resiko dari pemilik kendaraan kepada Pemerintah yang dalam hal ini penanggung
jawabnya adalah PT. Jasa Raharja. Dalam hal ini, SWDKLLJ dimaksud memiliki pengertian
berbeda jikalau dibandingkan dengan premi yang dikutip pada asuransi umum karena itu dana
tersebut disebut sebagai iuran wajib dan bukan disebut sebagai asuransi. Oleh karena
berbeda, maka iuran wajib berupa SWDKLLJ tidak dapat disamakan dengan premi dalam
konteks asuransi umum di mana setiap orang yang membayar premi berhak atas klaim asurasi
yang diperjanjikan.

Bahwa yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 terkait
dengan pihak yang berhak menerima pembayaran dana dan pertanggungan merupakan
turunan dari paradigma pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu-lintas jalan yang dibangun
dalam UU 34/1964. Dengan demikian, tidak terdapat penyempitan makna dari apa yang
dikehendaki oleh norma yang termaktub di dalam batang tubuh Undang-Undang dimaksud,
dalam hal ini pengaturan dalam Pasal 4 UU 34/1964. Selain itu, kecelakaan tunggal
disebabkan karena faktor internal korban kecelakaan itu sendiri, seperti mengantuk, mabuk,
dan kelalaian saat mengendara kendaraaan. Apabila kecelakaan tunggal dimasukkan dalam
pertanggungan kecelakaan sebagaimana diatur dalam UU 34/1964, justru hal tersebut akan
menyebabkan paradigma jaminan sosial dalam Undang-Undang a quo bergeser ke sesuatu
yang tidak dikehendaki saat pembentukannya. Jaminan sosial tidak lagi dimaksud bagi korban
kecelakaan yang berada di luar alat angkutan, melainkan bagi setiap korban kecelakaan.
Padahal, Undang-Undang a quo tidak dimaksud untuk itu. Lagi pula, sebagaimana disitir
sebelumnya konsep pertanggungan dalam UU 34/1964 berbeda dengan konsep asuransi
kecelakaan pada umumnya.

Paradigma jaminan sosial yang diatur dalam UU 34/1964 sejak awal memang
hanya dimaksudkan dan dibatasi untuk kecelakaan terhadap mereka yang berada di jalan di



luar alat angkutan dan tidak tercakup kecelakaan tunggal. Oleh karena pembatasan yang
dikemukakan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 linear dengan semangat yang
terkandung dalam Undang-Undang a quo, maka tidak terdapat ketidakpastian hukum terkait
keberadaan Penjelasan norma Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sehingga tidak dapat dijadikan
sebagai alasan untuk menyatakan keberlakuannya telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang a quo hanya menjelaskan tentang
siapa yang dimaksud dengan frasa “setiap orang” dan menjelaskan frasa “disebabkan oleh
alat angkutan” dalam Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964, bukan menambah norma baru. Sebab
memang seperti itulah maksud dibuatnya Undang-Undang a quo. Dalam hal ini, frasa “setiap
orang” dimaksudkan sebagai bukan tiap-tiap orang, melainkan hanya mereka yang berada di
jalan. Frasa “oleh alat angkutan” dijelaskan dengan frasa “di luar alat angkutan”, yang berarti
sebagai faktor eksternal yang menyebabkan seseorang mati atau cacat tetap. Artinya hanya
orang yang mengalami kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh alat angkutan sebagai faktor
eksternal saja yang diatur sebagai subjek yang akan menerima dana kerugian akibat
kecelakaan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sama sekali tidak
mempersempit norma Pasal 4 ayat (1) melainkan hanya memperjelas atau membuat terang
saja, yang justru menjamin bahwa Undang-Undang a quo sejalan dengan maksud
pembentukannya.

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasannya, UU 34/1964 memang
membatasi hak sejumlah orang untuk dapat menjadi subjek penerima pembayaran dana
pertanggunggan kecelakaan. Di mana, hanya orang atau mereka yang berada di jalan di luar
alat angkutan saja yang berhak mendapatkan jaminan. Hanya saja, pembatasan dimaksud
sama sekali bukan pembatasan untuk tujuan memberikan perlakuan berbeda terhadap warga
negara atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,
jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pembatasan hanya dilakukan atas dasar jenis
korban kecelakaan. Pembatasan yang demikian sama sekali tidak dapat dianggap sebagai
kebijakan yang diskriminatif. Lebih-lebih, kebijakan atau aturan tersebut berlaku secara umum
bagi semua warga negara yang mengalami kecelakaan lalu-lintas. Pembatasan terhadap hak
asasi manusia dapat dilakukan dengan undang-undang sepanjang sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat
yang demokratis. Dalam hubungannya dengan pokok permohonan a quo, paradigma
pembentukan UU 34/1964 adalah berangkat dari paradigma perlindungan bagi masyarakat
lain yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, di mana kecelakaan terjadi bukan karena
kesalahannya, tidak bertentangan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan juga
ketertiban umum. Masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas memang
selayaknya mendapatkan jaminan dari negara dan dibayarkan dari iuran wajib yang
dibebankan kepada setiap pemilik atau pengusaha angkutan umum. Oleh karena itu,
penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sama sekali tidak dapat dinilai telah mengandung
diskriminasi sehingga bertentangan dengan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana
didalilkan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon
mengenai inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 sepanjang frasa “Yang



mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di
luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan” tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan menolak permohonan
Pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 26 April 2018,
selesai diucapkan pukul 15.50 WIB.



